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ABSTRACT

Electronic transactions are a form of transaction that can be carried out by sellers as providers of goods or services and buyers as consumers electronically through the internet, without having to meet in person. The lack of security owned by Facebook, business actors must make payment and delivery arrangements in accordance with the terms of the agreement, because legal problems often occur in its implementation. The problems are such as fraud committed by business actors. The formulation of the problem: 1. What is the form of legal protection for consumers in electronic transactions through the Marketplace (Facebook) in Solok City? 2. What efforts must be made in legal protection for consumers in electronic transactions through the Marketplace (Facebook) in Solok City? The type of research used is Juridical Sociological. The nature of the research is Interview. Data is analyzed qualitatively. The results of the study are that legal protection for consumers in electronic transactions through the Marketplace (Facebook) must refer to Law No. 8 of 1999, Articles 8 and 16 explained in the points of the Article. Legal Efforts in Consumer Protection in Electronic Transactions through Marketplace (Facebook) are regulated in Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, concerning the procedures for implementing an electronic transaction in Article 1 Numbers 26 and 27.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Transaksi elektronik adalah suatu bentuk transaksi yang dapat dilakukan oleh penjual sebagai pihak penyedia barang atau jasa dan pembeli sebagai konsumen secara elektronik melalui media internet, tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Normor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (UU ITE) “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan / atau media elektronik lainnya. Penawaran dan penerimaan para pihak menandai dimulainya kesepakatan antara mereka dalam transaksi ini, hal ini menjadikan adanya kesamaan antara transaksi elektronik dengan transaksi pada umumnya. Metode yang digunakan membuat perbedaan dalam kasus ini. Pada saat melakukan transaksi elektronik, Facebook merupakan salah satu platform yang sangat popular karena penggunanya yang sangat luas. Facebook digunakan sebagai platform di media social yang dapat berkomunikasi secara global dan menawarkan fitur pada aplikasinya yang disebut dengan Marketplace. Fitur ini berfungsi sebagai pasar virtual yang menjadi tempat bagi penggunanya untuk bertransaksi. Berdasarkan uraian di atas, maka hal ini yang melatar belakangi  penulis untuk membahas penelitian mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MARKETPLACE (FACEBOOK) DI KOTA SOLOK”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik melalui Marketplace (Facebook) di Kota Solok?
2. Apakah upaya yang harus dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik melalui Marketplace (Facebook) di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap   konsumen dalam transaski elektronik melalui Marketplace (Facebook) di Kota Solok.
2. Untuk Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik melalui Marketplace (Facebook) di Kota Solok.

II. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian (sosio legal research) atau dikenal dengan penelitian lapangan.
2. Sumber Data
Sumber Data terdiri dari sumber data primer dan sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data terdiri dari penelitian kepustakaan, studi lapangan, observasi dan wawancara.
4. Analisis Data
Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Marketplace (Facebook)
Konsumen merupakan setiap orang atau pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan defenisi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen Selanjutnya Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjadi pedoman perjanjian transaksi mengenai sah atau tidaknya suatu tata cara transaksi. Karena para pelaku bisnis jual beli dalam transaksi elektronik sering melakukan penipuan, maka kegiatan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 dan 16 merupakan peraturan perundang-undangan saat ini yang dapat melindungi konsumen. Saat ini, jual beli barang secara elektronik adalah teknik baru yang relatif mapan yang membantu pelanggan memuaskan keinginan mereka dalam hal pembelian. 
B. Upaya Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Marketplace (Facebook)
Banyaknya transaksi jual beli yang berlangsung di Facebook tentunya banyak juga permasalahan yang terjadi di dalamya sehingga pihak – pihak yang melakukan transaksi memerlukan perlindungan hukum. UUPK merupakan peraturan hukum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik yang dilakukan melalui Facebook. “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum,” bunyi Pasal 45 Angka (1) UUPK yang mengatur penanganan melalui pengadilan. Pasal 45 Angka (2) UUPK berbunyi sebagai berikut “Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Selain itu, Pasal 47 UUPK mengatur penanganan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut: “penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin. bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terjadi lagi, terulangnya kerugian yang diderita konsumen.” Sedangkan tuntutan atau pengaduan dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan menyampaikannya kepada lembaga yang diakui, misalnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Pasal 45 Angka (1). Pemerintah membentuk BPSK untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu tanggung jawab dan wewenang BPSK adalah menyelesaikan permasalahan konsumen melalui konsiliasi, arbitrase, atau mediasi.
IV. PENUTUP
A. Simpulan
1.	Facebook memantau semua bentuk transaksi yang dilakukan oleh penggunanya, baik pembeli ataupun penjual.
2. Tersedia metode litigasi dan non litigasi bagi konsumen yang memperoleh kerugian dari penjualan dan/atau pembelian elektronik yang dilakukan melalui Facebook. 
B. Saran
1. Untuk melindungi pihak yang melaksanakan transaksi elektronik melalui marketplace (facebook) memerlukan perhatian dari pemerintah untuk lebih menegakkan PP No 71 Tahun 2019 agar setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya terdata, dan apabila melakukan pelanggaran aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang sesuai. 
2. Masyarakat harus lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi elektronik melalui marketplace (facebook).
3. Pelaku usaha harus bersifat kooperatif dan beritikad baik jika, tidak melakukan wanprestasi yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian sehingga konsumen mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
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